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PUTUSAN
Nomor 1470/Pdt.G/2016/PA.Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan putusan perkara ceraitalak antara:

XXX, Balikpapan,15 _.duni éaz agama lIslam, pekerjaan XXX,
pendidikan /S T&\ tempat ql@ di Jalan XXX, Kota
Balikpapan, Pipvinsi Kahmantang r sebagai Pemohon;

QQ m-elaw-an

XXX, Bahkpapa&lG Oktober 1995, agam%lam pendidikan SMA,

pekerjaangx tempat tinggal di Jala%(xx Kota Balikpapan,

Provinsi Kalimantan Fimur,~sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang -berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan;Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK-PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya
bertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan Nomor 1470
/Pdt.G/2016/PA.Bpp yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 10 Januari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota

Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam
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Kutipan Akta Nikah Nomor : 0017/017/1/2016, tanggal 11 Januari
2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di kediaman orangtua di Jalan Wolter Monginsidi,
Kota Balikpapan selama 1 minggu;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 ketentraman rumah tangga
Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon

dengan Termohon terus I terjadi  perselisihan dan
Xl

pertengkaran; \\
5. Bahwa penyebab pers an dan pertengka’;an tersebut dikarenakan
Termohon sudah /tidak /mau-—lagi_berhubun dengan Pemohon,

Termohon selalu 'saja-marah-marah, kepada P-%ohon jika Pemohon
ingin mengajak Terr&hon berhubungan dan juggselalu saja menolak
dengan alasan yang tidak diketahui-oleh‘Pemohon;

6. Bahwa Pemohon| sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan
perilaku Termohon' dan seringkali menasehati/ Termohon, namun
nasehat Pemohon tidakberarti-‘apa-apa ‘bagi/Termohon sehingga
sebagai seorang suami-Pemohon merasa-tidak dihargai lagi oleh
Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari, yang akibatnya
Pemohon meninggalkan tempat kediaman orangtua Termohon dengan
alasan Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon tersebut dan
sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul
lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi
Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu
Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
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Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon, (XXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon, (XXX) di depan Sidang Pengadilan
Agama Balikpapan;

3. Membebankan biaya perkara.ini sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;

Atau apabila Peng anpfgﬁnzq%papan berpendapat lain,

mohon putusan yang se@adilnya; ():
N -
Menimbang, ba@a pada/hari persidanga%/ang telah ditentukan,

Pemohon telah hadirl! menghadapy’sendiri’ di @sidangam sedangkan
Termohon tidak hadir menghadap-dan” pula tidak menyuruh orang lain
datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut
relaas panggilan bertanggal 12" Oktober /2016 untuk sidang tanggal 27
Oktober 2016, relaas panggilan bertanggal 27:Oktober 2016 untuk sidang
pada tanggal 3 November 2016 dan relaaspanggilan bertanggal 04
November 2016 untuk sidang+pada tanggal:20 November 2016 yang telah
dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sedangkan
ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati
Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menceraikan
Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah
permohonan Pemohon bertanggal 10 Oktober 2016 yang isinya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya
Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

SFotokopi  Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/017/1/2016, dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
tanggal 26 Januari 2005, yang telah dicocokkan sesuai aslinya,
bermeterai Rp 6.000,- dan dinazegelen, (bukti-P);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan

2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis masing-masing mengaku
bernama:

1. XXX, Balikpapan, 03 Janp;@@»&‘)% agama Islam, pekerjaan XXX,
bertempat tinggal di nXXX, Kota %ﬁkpapan, di bawah sumpah
telah memberikan&rangan sebagai bqtgut:

- bahwa saksicgnal dengan—-RPemohon ‘%an Termohon karena
sebagai Tetﬁga Pemohon; ‘jg

- bahwa Pem@hon menikah dengan Terméhon pada awal tahun
2016 di'| Kecamatan! Balikpapan Barat, dari perkawinannya
belum dikaruniai anak;

- bahwa setelah y;menikah Pemohon dan Termohon tinggal
bersama di rumah:orang tua Termohon'di Jalan XXX sekitar 1
minggu;

- bahwa sejak awal rumah=tangga tidak berjalan dengan baik,
antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- bahwa saksi mendengar pertengkaran mereka yang
disebabkan Termohon tidak mau melayani hubungan suami
isteri dengan Pemohon;

- bahwa saksi juga melihat Termohon datang ke rumah orang tua
Pemohon bersama bibinya tetapi begitu bibi akan pulang maka
Termohon ikut pulang ke rumah orang tuanya sendiri;

- bahwa sejak pertengahan Januari 2016 yang lalu mereka
sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan
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rumah orang tua Termohon selanjutnya tinggal bersama di
rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;

- bahwa keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk
mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

- bahwa saksi sebagai sudah berusaha menasihati Pemohon
agar bersabar dan rukun lagi dengan Termohon akan tetapi
tidak berhasil;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon
dengan Termohon lagi;

2. XXX, Palu, 20 April _1984;~agama Islam, pekerjaan XXX,
bertempat tinggal di~Jal M&M,q(ota Balikpapan, di bawah
sumpabh telah membe@h keterangan séﬂ;ggal berikut:

- bahwa saksi ke@l dengan:=Pemohon 'ﬁan Termohon karena
sebagai Tetangga Pemohon sekitar 3 tahd‘glalu;

-  bahwa Pemolﬁu menikah :dengan Tern“ghon pada bulan
Januari 2015 8rKecamatan Balikpapan Ba%t, Kota Balikpapan;

- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah orang tua Termohon di Jalan XXX;

- bahwa yang saksi ‘ketahui, sejak awal‘menikah keduanya tidak
rukun, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang.terus:menerus;

- bahwa penyebab pertengkaran mereka adalah karena
Termohon tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan
Pemohon;

- bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah
rumah sejak 1 minggu sejak pernikahan karena Pemohon pergi
meninggalkan Termohon selanjutnya pulang ke rumah orang tua
Pemohon sendiri;

- bahwa setahu saksi keluarga/orang tua kedua belah pihak telah
berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan
tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah
keterangan apapun dan selanjutnya memohon agar majelis hakim
Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa’y ng\%ﬂd@ ermasalahan pokok dalam
perkara ini ialah Pemohon n‘@‘mohon izin un enjatuhkan talak kepada
Termohon karena seJaIQawaI menikah pada vp.nggal 11 Januari 2016
antara suami dan istri t{l:ms menerus terjadi perseiﬁhan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan&an hidup rukun lagi dalany.umah tangga;

Menimbang, | Bahwa Termohon’ | tidak %dir menghadap di
persidangan dan pula tidak menyuréth orang lain menghadap sebagai
kuasanya yang sah ‘\untuk menjawab permohonan/Pemohon meskipun
kepadanya telah dipanggilioleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan
secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali“secara berturut-turut sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan_Pemerintah-Nomor 9 Tahun 1975. Oleh
karena itu maka hak-hak Termohon“untuk menjawab/mempertahankan
dalil-dalilnya telah dapat dinyatakan gugur dan dan oleh karenanya pula
Termohon dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon
dan menurut ketentuan Pasal 149 RBg, maka permohonan Pemohon
tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali
apabila permohonannya itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah
sejalan dengan ketentuan dalil fighiyah sebagaimana tercantum dalam
kitab Ahkam Al Qur-an, jilid Il halaman 405 sebagai berikut:
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Ao 969 iz o9 pualiwall PS> o pSI> Ll (a5 o
ad s>y
Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di
persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka
dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;”

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini
mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk
menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Pemohon
tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ung‘emﬁ@ erkuat dalil permohonannya,
pemohon telah mengajukar@kti surat ber% bukti-P dan keterangan 2
(dua) orang saksi masin%%asing bernama X dan Jabar Hafid bin
Hafid, yang telah m@berikan keterangan 'di®bawah sumpah yang
keterangannya telah B&rsesuaian .dan menguatkan ' dalil permohonan
Pemohon sebagaimana telah djuraikan dalam dud@k perkara di atas;

Menimbang, |\bahwa berdasarkan-bukti-P dan  keterangan saksi-
saksi harus dinyatakan/terbukti antara Pemohon dan Termohon telah
terikat dalam perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh
Pemohon tersebut dengan. memperhatikan hubungan keterangan satu
sama lain telah diperoleh fakta-fakta.sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
yang telah menikah di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota
Balikpapan pada tanggal 11 Januari 2016;

2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi
perselisihan  dan pertengkaran yang terus menerus karena
Termohon tidak mau melayani hubungan suami isteri dengan
Pemohon;

3. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah mencapai
puncaknya 1 minggu setelah menikah pada 2016 yang
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menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal karena

Pemohon telah pergi dari rumah orang tua Termohon;

4. Bahwa saksi dan keluarga dari kedua belah pihak sudah
berusaha menasihati sserta merukunkan Pemohon dengan
Termohon agar tidak bercerai akan tetapi usaha pihak keluarga
tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, hal
tersebut menunjukkan tidak adanya harapan kedua belah pihak
akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dariﬁ@;&-[ﬁ%a tersebut telah membuktikan
terjadinya perselisihan dap» pertengkara@??\ntara Pemohon dengan
Termohon dalam rumah @Ygganya terus—menggf dan sudah tidak dapat
dirukunkan lagi sebab kalau masih-bisa dirukun@n mengapa Termohon
sampai pergi dari rum% kediaman bersama meninggalkan Pemohon dan
hidup berpisah dengamPemohon: sejak/bulan Jani@ri) 2016 yaitu 1 (satu)
minggu dari pernikahan mereka;

Menimbang, ‘hahwa apakah dengan telah_terbuktinya fakta-fakta
rumah tangga/perkawinan; Pemohon dengan:Termohon tersebut maka
permohonan Pemohon, untuk menceraikan: Termohon telah beralasan
menurut hukum dan tidak. melawan“hak.~sehingga permohonannya
tersebut dapat dikabulkan secara-verstek dan Pemohon dapat diizinkan
untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir
batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai
isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, demikian
pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah;”
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Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa
salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang
pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, sehingga apabila
unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan
tersebut sudah tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut
telah terurai serta terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta telah terjadinya perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus
dalam rumah tangganya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah
tidak bisa hidup rukun dan sejak 1 minggu setelah mereka menikah pada
Januari 2016 mereka telah hidup berpisah, membuktikan bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tujuan perkawinan yaitu
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah
tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu
pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah
merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila
dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan
menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal
menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai
maslahat, sesuai dengan kaidah fighiyah sebagai berikut:

Alaoll wl> e pasio swlaadl )

Artinya: “Menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada
mencapai maslahat”

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan
dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

oals grow alll Lo GMall Igs e Olg
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Artinya: “Apabila kamu (para suami) berketetapan hati untuk
mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui®;
maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan

permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak terhadap
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan
tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan

permohonannya telah sesuai ke Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun é‘%@ﬂ 16 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, dengan demikianﬁohonan Pem ,on tersebut telah dapat
dinyatakan beralasan nw\urut hukum dan tid elawan hak sehingga
oleh karenanya dapat kabulkan dengan putus% tidak hadir (verstek)
serta kepada Pemohaitjdapat-diberikan izin untukamenjatuhkan talaknya
kepada Termohon; = -
Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon
maka untuk memenuhi ketentuan Pasal /84 Undanhg-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan'Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan ‘kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka diperintahkan-kepada“Panitera Pengadilan Agama
Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini
harus dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan
Agama Balikpapan;

4. Memerintahkan Panitera @%ﬂ?ﬁq Agama Balikpapan untuk
mengirimkan salinan \y&hetapan ikrar ‘l%ak perkara ini kepada
Pegawai Pencatat {Nikah Kantor Urusﬁ. Agama Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, untuk dic‘gat dalam daftar yang
telah disediakan Lﬁjk itu; -;g

5. Membebankan ke%-ada Pemohon-untuk men%ayar biaya perkara
ini sebesar Rp 491.000,- (empat-ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis “tanggal-#10 Noevember 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 10 Shafar-1438-Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid
Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Dra.
Hj. Munajat, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Z u | f a h, S.HI., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs.'H. Ibrohim, ME

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munajat;,M.H! Panitera Pengganti,

Zulfah, SHIL

Perincian-biaya‘perkara:

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- Pemanggilan Rp. 400.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 491.000,-
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